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KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 424/Kpts/KPU Kota - 015.436900/2014 TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu Penetapan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-
Undang Repubilik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nmor 08 Tahun 2013 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1583);



CATATAN:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1605); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi dan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan
Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609)
sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 243); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun
2014 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada
Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 424/Kpts/KPU Kota - 015.436900/2014
tentang:

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2014.
- Lampiran 1 halaman.



